
BERITADAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 100 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 
NOMOR 100 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARANTUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJABADAN KOORDINASI WILAYAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

DENGAN�TTUHANYANGMAHAESA 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakanketentuan Pasal 
34 PeraturanDaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
LembagaLainDaerahProvinsi Jawa Tengah, maka 
perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang 
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata 
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Kerja Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsiJawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
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125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembangian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun.2007 
Nomor 89, TambahanLembaranNegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4741 ); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

' Tengah Nomor 8);' 
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
16); 

IO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah. 
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Menetapkan 
MEMUTUSKAN, 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DAN TATA KERJA .BADAN KOORDINASI 
WILAYAHPROVlNSI JAWA TENGAH. 

BABI 
KETENTUANUMUM 

BAB.II 
PENJABARAN TU GAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Togas Pokok dan Fungsi 

Pasa12 

Bakorwil mempunyai tugas pokok membantu Gubemur di bidang 
koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
umum di daerah. 

Pasal3 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Bakorwil mempunyai fimgsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang koordinasi, pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah; 

b. penyusunan rencana dan program di bidang koordinasi, 
pembinaan dan pengawasan; 

c. koordinasi, pembinaan clan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan umum di daerah yang meliputi bidang 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koordinasi, 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
umum di daerah; 

e. pelaksanaan kesekretariatan Badan; 
f pelaksanaan kesekretariatan badan;; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya 

Provinsi adalahProvinsi Jawa Tengah. 
Kabupaten/Kota adalahkabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 
I. 

2. 
3. Pemerintah Daerah adalahPemerintahProvinsi Jawa Tengah. 
4. Gubernur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

6. Badan Koordinasi Wtlayah yang selanjutnya disebut Bakorwil 
adalahBadanKoordinasi Wtlayah I, Wtlayahll dan Wtlayah ill 
Provinsi Jawa 'Iengah, 

7. Kepala Badan Koordinasi Wilayah yang selanjutnya disebut 
Kepala Bakorwil adalah Kepala Badan Koordinasi Wilayah I, 
Wtlayah Il dan Wtlayah m Provinsi Jawa Tengah. 

8. Jabatan Fungsional ada.lahkedudukan yang memmjukkan, togas, 
tanggungjawab, wewenang danhak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. . 
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Bagian Kedua 
Kepala Bakonvil 

Pasal4 
Kepal� Bako� memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 clan Pasal 3. 

PasalS 
(I) KepalaBakotwil, membawahkan: 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Pemerintahan; 
c. BidangPembangunan; 

· d. Bidang Kemasyarakatan; 
e. KelompokJabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat se� dimaksud pada ayat (I), dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bakorwil. 

(3) Bi�-b_i�g _sebagaimana dimaksud pada ayat (I), masing­ 
masmg dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bakorwil. 

( 4) . Kelo��k �abatanFungsional sebagaimana dimaksud padaayat 
(I), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
Ketua �elompok clan bertanggung jawab kepada Kepala Bakorwil. · 

Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal6 
Se�etariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan p · erumusan 
kebyakan teknis b · . , pem maan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
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secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
program, keuangan, umum dan kepegawaian. 

Pasal 7 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;' .. 

-, , . 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan 
kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil 
sesuai dengan tugas dan fimgsinya. 

Pasal8 
(1) Sekretariat, membawabkan: 

a. Subbagian Program; 

b. SubbagianKeuangan; 

c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 9 
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
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peoyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem. infonnasi 
di lingkunganBakorwil. 

PasallO 

Subbagian.Keuanganmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijak.an teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, clan 
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkunganBakorwil. 

Pasal 11 
Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melak.ukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, clan pelaksanaan di biclang umum clan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan di lingkungan Bakorwil. 

Bagian Keempat 
Bidang Pemerintahan 

Pasal 12 
. . 

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
umum di daerah bidang keamanan, ketertiban masyarakat dan 
pemerintahan umum. 

Pasal 13 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Pemerintaban mempunyai fungsi: 
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a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerimahan um.um di daerah bidanglreamanan 
dan ketertiban masyarakat; 

b, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang 
pemerintahan mmnn; 

c. pelak.sanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

(1) . Bidang Pemerintahan, membawahkan: 
a. SubbidangKeamanan Dan Ketertiban Masyarakat; 

b. SubbidangPemerintahan Umum. 

(2) Subbidang-subbiclang sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 

. berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepalaBidang 
Pemerintahan. 

Pasal 15 
Subbiclang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas · 
melakukan penyiapan baban koordinasi, pembinaan clan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang keamanan 
dan ketertiban masyarakat, rneliputi : inventarisasi/identifikasi 
permasalahan, pemetaan potensi kerawanan, dan penyiapan bahan 
koordinasi bidang keamanan clan ketertiban masyarakat 

Pasal 16 

SubbidangPemerintahan Umummempunyai tugasmelakukan penyiapan 
bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan umum di daerah di bidangpemerintahan umum, meliputi 
: inventarisasi/identifikasi pennasalahan dan penyiapan bahankoordinasi 
penyelenggaraan bidang pemerintahan umum, dan pemetaan potensi 
kerawanan batas wilayah dan kependudukan. 
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Bagian Kelima 
Bidang Pembangunan 

Pasal 17 
Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
umum di daerah bi dang ekonomi dan prasarana. 

Pasal 18 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Bidang Pembangunanmempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang ekonomi; 
b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidangprasarana; 
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Pasal 19 

(1) Bidang Pembangunan, membawahkan: 
a. Subbidang Ekonomi; 

b. Subbidang Prasarana 
(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 

dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang Pembangunan. 

Pasal20 
Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
umuni di daerah di bidang ekonomi, meliputi : inventarisasi/identifikasi, 
pemetaan potensi unggulan dan permasalahan, serta penyiapan bahan 
koordinasi bidang ekonomi. 
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Pasal21 
Subbidang Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
umum di daerah di bidangprasarana, meliputi: inventarisasiftdentifikasi 
potensi, permasalahan, dan penyiapan bahan koordinasi bidang 
prasaraea, serta pemetaan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan. 

Bagian Keenam · 
Bidang Kemasyarakatan 

Pasal22 
Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan ·. 
koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
umum di daerahdi bidang kesejahteraan umum dan sosial budaya, 

. Pasal23 

Untuk menyelengga:r:a,kan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, Bidang Kemasyarakatmmempunyai fimgsi: 
a. penyiapan bahan koordinasi, · pembinaan clan pengawasan 

penyelenggaraan·pemerintahan umum di daerah di bidang 
kesejahteraan umum; · · . 

b. penyiapan bahan kooidinasi, pembinaan clan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan um.um di daerah di bidang sosial · 

. budaya; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil 
· sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pasal24 
(1) · BidangKemasyarakatan,membawahkan: 

a. Subbidang Kesejahteraan Umum; · 
b. Subbidang Sosial Budaya. · 
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(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Kemasya-rakatan, 

Pasal25 

Subbidang Kesejahteraan Umum mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah di bidang kesejahteraan 
umum, meliputi : inventarisasi/identifikasi permasalahan, pemetaan 
potensi kerawanan dan penyiapan bahan koordinasi bidang 
kesejahteraan umum. 

Pasa126 

Subbidang Sosial Budayamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
umum di daerah di bidang sosial budaya, meliputi : inventarisasi/ 
identifikasi permasalahan, pemetaan potensi kerawanan dan penyiapan 
bahan koordinasi bidang sosial budaya. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasa127 

Kelompok JabatanFwgsional mempunyai tugas sesuaidenganJabatan 
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan penmdang-undangan 
yang berlaku. 

Pasa128 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fimgsional yangterbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya 

(2) JumlahJabatanFungsional sebagaimanadimaksudpadaayat (1 ), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 
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(3) . Jenisdan�enjangJ�Ftmgsionalsebagaimanadimaksudpada 
ayat(2), diatursesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

( 4) Pembinaan terliadap Pejabat Fwgsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- · 
undangan yang berlaku. 

BAB ID 
TATAKERJA. 

Pasal29 
Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
�raturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubemur. . .· . 

Pasal 30 
Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
K�p�a s_ub�idang _dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan 
prulSip-pnnstp maDajemenyangmeliputi perenamaan, pengorganisasia 
pelaksanaan, :111onito�, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang 
tugasnyamasmg-masmg .. 

Pasaf 31 
D�am melaksanakan tugasnya,Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala 
B1�, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, danPejabatFungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara 
vertikal_mauptmhoriz.o� baikke da1am maupunantarsatuan organisasi 
da1am lingkunganPemenntahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan 
tugas pokoknya masing-masing. · 

Pasal 32 
(1) Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 

Kepala Subbidang bertanggung jawab dalam memimpin, 
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mengkoordinasikan clan memberikan bimbingan serta petunjuk­ 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

(2) KepalaBakorwil, Sekretaris, KepalaBidang, Kepala Subbagian, 
Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk­ 
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing 
serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Bakorwil yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja 

( 4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bakorwil, Sekretaris, 
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut clan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal33. 
Sekretaris, Kepala Bidang, clan Pejabat Fungsional menyampaikan 
laporan kepada Kepala Bakorwil dan berdasarkan hal tersebut 
Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Bakorwil kepada 
Gubemurmelalui SEKDA. 

BAB IV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal34 
Jenjangjabatan clan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

Pasal3S 
Kepala Bakorwil, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok_ Jabatan Fungsional di 
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lingkungan Bakorwil diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal36 

Bagan Organisasi Bakorwil sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

BAB VI 

PENUTUP 
Pasal37 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai te.knis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Bakorwil. 

Pasal38 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 

GUBERNURJAWATENGAH 
ttd 

ALIMUFIZ 
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Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 
JAWATENGAH 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR 100 
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BAGAN ORGANISASI 
BADAN KOORDINASI WllA YAH I, WILAYAH II DAN 

WILAYAH Ill PROVlNSI JAWA TENGAH 

LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 100 TAHUN 2008 

KEPALA 
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